
 

 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR : 100.3.3.2/314/406.001.3/2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR : 

100.3.3.2/495/406.001.3/2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025  

 

BUPATI TRENGGALEK, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan opsen pajak 

kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan 

bermotor, perpindahan pendapatan Badan Layanan Umum 

Daerah yang mulanya di Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah dipindah menjadi retribusi pelayanan kesehatan 

dan adanya tambahan penerimaan dari sewa tanah sehingga 

menyebabkan perubahan target penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 

100.3.3.2/495/406.001.3/2024 tentang Target Penerimaan 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2025; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 

100.3.3.2/495/406.001.3/2024 tentang Target Penerimaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);  

6. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2023 tentang  Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6868); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2024 Nomor 648); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 

2023  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8);  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

KESATU : Ketentuan dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati 

Trenggalek Nomor 100.3.3.2/495/406.001.3/2024 tentang 

Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 

2025 diubah sehingga berbunyi : 

KODE URAIAN JUMLAH TARGET 

(Rp) 

4.1.01 Pajak Daerah 115.209.458.666,00 

4.1.02 Retribusi Daerah 237.254.819.388,00 

KEDUA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

   
Ditetapkan di Trenggalek 

pada tanggal 6 Agustus 2025 

  BUPATI TRENGGALEK, 

           TTD 

  MOCHAMAD NUR ARIFIN 

 

 

   

 


